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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 BA Nomor  35/Pid.B/2018/PN Yyk 
 

 

BERITA ACARA SIDANG 

Nomor 11 /Pid.C/2019/PN Yyk 

 

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan 
Daerah yang bersangkutan: 

MENGADILI; 

1. Menyatakan Terdakwa WAKIJAN tersebut diatas terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “Menjual 
daging sapai tidak melakukan periksa ulang” sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 tahun 2009  tersebut dalam 
Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan daerah. 

2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denada Rp.300.000,- (tiga ratus 
ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti 
dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga)  hari. 

3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah 
Kota Yogyakarta. 

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.1.000,- (seribu rupiah): 

  

 

 Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 2018 oleh Lilik 
Nuraini, SH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan 
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh 
hakim tersebut dengan dibantu oleh Harsono, SH sebagai Panitera Pengganti dan 
dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejakasaan serta Terdakwa 

Panitera Pengganti, 

 

 

Harsono, S.H. 

Hakim Ketua, 

 

 

Lilik Nuraini, SH 

 

  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1


